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ABSTRAK 

 

MISPERSEPSI WEWENANG PEMERINTAH DAERAH 

KOTA METRO DITINJAU HIERARKI PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN  

Oleh: 

RORO HANUM 

NPM.2102030020 

 
Mispersepsi wewenang pada Pemerintah Daerah Kota Metro menimbulkan akibat inkonsistensi 

peraturan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 16 

Tahun 2013 mengenai penyelenggaraan bantuan hukum. Mispersepsi tesebut juga menimbulkan 

kekosongan hukum, dalam Peraturan Dalam Negeri menyebutkan kewenangan wajib Pemerintah 

Daerah yang diabaikan dalam bantuan hukum pada Menteri, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, 

CPNS/PNS, namun Pemerintah Daerah mementingkan peraturan mengenai bantuan hukum 

masyarakat miskin. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan secara kualitatif 

guna mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Sumber data yang kami dapatkan langsung dari pihak Pemerintah 

Daerah Kota Metro Pada Bagian Hukum langsung pegawai yang bersangkutan menangani 

bantuan hukum guna keabsahan data yang kam dapatkan. Selain sumber data langsung juga 

melalui media sosial, situs web berita, dan situs web pemerintahan mengenai kearsipan dalam 

pembentukan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013. Analisis data yang dilakukan juga 

mengadopsi teori yang di luncurkan oleh Hans Kelsen dalam  General Theory Of Law and 

States yang penulis kutip dari jurnal Ilmu Hukum serta teori hierarki peraturan perundang-

undangan. Maka dengan adanya mispersepsi tersebut yang menimbulkan inkonsistensi dan 

kekosongan hukum maka diperlukan peninjauan kembali mengenai sistem hierarki peraturan 

yang ada. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peninjauan kembali peraturan daerah tersebut 

agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, melalui mekanisme seperti 

judicial review atau revisi oleh badan legislatif setempat. Walaupun sampai saat ini masi 

belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro maupun pihak 

Pemerintah Provinsi.  
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MOTTO 

 

نٰكَُ اِنَّا يٰدَاوٗدُ 
ْ
رْضُِ فِى خَلِيْفَةُ  جَعَل

َ
ا
ْ
مُْ ال

 
ُ النَّاسُِ بَيْنَُ فَاحْك ِ

حَق 
ْ
ا بِال

َ
هَوٰى تَتَّبِعُِ وَل

ْ
كَُ ال

َّ
ضِل  سَبِيْلُِ عَنُْ فَي 

ذِينَُْ اِنَُّ اللهُِّ
َّ
وْنَُ ال

ُّ
مُْ الّلُِ سَبِيْلُِ عَنُْ يَضِل ه 

َ
ُ ل وْا بِمَا ُ  شَدِيْدُ  عَذَاب  س 

َ
سَابُِ يَوْمَُ ن حِ

ْ
٦٢ ࣖال ۝ 

“Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka 

bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah 

kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. 

Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, 

karena mereka melupakan hari perhitungan” 

(Q.S Shad :2) 

 

“Tidak ada pemberian Orang Tua yang paling berhaharga kepada anaknya daripada 

Pendidikan akhlak mulia” 

(HR.Bukhori) 

 

“Setiap mimpi besar dimulai dengan mimpi kecil yang diperjuangkan, jadi mulailah 

bermimpi untuk semua yang di impikan.   Hanya mereka yang berani meraih bintang-

bintang yang dapat menemukannya” 

(Shelandi Aprianto) 
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Abstrak 

Mispersepsi kewenangan di Pemerintah Daerah Kota Metro mengakibatkan ketidakkonsistenan 

antara peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 

16 Tahun 2013 tentang pelaksanaan bantuan hukum. Kesalahpahaman tersebut juga menciptakan 

kekosongan hukum, dalam Perenda menyebutkan kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang 

diabaikan dalam bantuan hukum kepada Menteri, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, 

CPNS/PNS, namun Pemda peduli dengan regulasi mengenai bantuan hukum bagi masyarakat 

miskin. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan 

pemahaman mendalam tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sumber data 

yang kami dapatkan langsung dari Pemerintah Daerah Kota Metro di Bagian Hukum secara 

langsung pegawai yang bersangkutan menangani bantuan hukum atas keabsahan data yang kami 

dapatkan. Selain sumber data langsung juga melalui media sosial, situs berita, dan situs web 

pemerintah terkait arsip dalam pembentukan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013. Analisis data 

yang dilakukan juga mengadopsi teori yang diluncurkan oleh Hans Kelsen dalam Teori Umum 

Hukum dan Negara yang penulis kutip dari jurnal Ilmu Hukum dan teori hierarki peraturan 

perundang-undangan. Sehingga dengan kesalahpahaman yang menyebabkan inkonsistensi dan 

kekosongan hukum, perlu ditinjau kembali sistem hierarki regulasi yang ada. Untuk mengatasi hal 

tersebut, perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan daerah agar sejalan dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2011, melalui mekanisme seperti judicial review atau revisi oleh badan legislatif 

setempat. Meskipun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kota Metro 

atau Pemprov. 
 

Kata kunci: Kesalahpahaman, Kewenangan Pemerintah Daerah, Hierarki Perundang-

undangan. 
 

 

© 2024 Roro Hanum 

Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons 

Attribution-ShareAlike 4.0.                            

PENDAHULUAN 

Kewenangan pemerintah pusat dan daerah di negara Indonesia memiliki otonomi 

seluas-luasnya berdasarkan UUD 1945, bahwa Republik Indonesia sebagai negara hukum 

berdasarkan sistem konstitusional, sehingga dalam setiap tindakan hukum mengenai konsep 

http://issn.lipi.go.id/
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hubungan kewenangan antara pusat dan daerah harus dibangun melalui peraturan perundang-

undangan (Guntoro, 2021). Secara yuridis, otoritas adalah hak dan kekuasaan pemerintah 

yang sah menurut hukum, sehingga dalam konsep negara hukum (Yurisdiksi) Bentuk tindakan 

pemerintah yang berasal dari kewenangannya harus didasarkan pada prinsip legalitas 

(Rakhim, 2013). Oleh karena itu, otoritas adalah bentuk kekuasaan yang memiliki legitimasi 

(validitas), yang nantinya hubungan otoritas memiliki kekuatan yang sah. Dalam peraturan 

perundang-undangan mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, jelas tidak mencerminkan otonomi yang luas (Rosika et al., 2023). Salah 

satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah prinsip akuntabilitas yang 

mengharuskan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas tindakannya dalam 

menyelenggarakan pemerintahan. Akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas politik, hukum dan 

ekonomi (Alent R. Porgkol, 2015).. Pemerintah Pusat sebagai dasar evaluasi dan bahan 

panduan lebih lanjut Pemerintah Daerah mengenai laporan akuntabilitas tata kelola 

pemerintahan kepada DPRD dan penginformasian penyelenggaraan pemerintahan kepada 

publik (Martua, 2019). Pertanggungjawaban hukum adalah tanggung jawab atas tindakan 

Pemerintah Daerah yang merugikan masyarakat atau pihak lain (Bratakusumah & Solihin, 

2017).
 

Pasal 18A UUD 1945 menyatakan bahwa hubungan kewenangan antara pemerintah 

pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan 

kabupaten/kota, diatur oleh undang-undang dengan melihat kekhususan dan keragaman 

masing-masing daerah (Hidayat & Niagara, 2022). Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami 

dan diketahui dalam cara dan proses bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah 

dapat diimplementasikan meskipun tidak dijelaskan lebih rinci tentang kedua hubungan 

tersebut. Pemerintah provinsi memiliki peran sebagai penghubung antara pemerintah pusat 

dengan pemerintah kabupaten/kota. Mengenai penanganan hal-hal yang melibatkan lebih dari 

satu kabupaten atau kota, serta permasalahan yang berpengaruh lebih luas di seluruh provinsi 

(Ramli, 2020). Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota menangani urusan yang lebih 

spesifik dan berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Urusan 

ini cenderung lebih bersifat mikro dan berfokus pada layanan langsung di daerah yang mereka 

kelola, layanan di masyarakat termasuk perlindungan hukum (Moskal, 2023). Dalam 

penjelasan instrumen internasional, mengenai jaminan dan perlindungan hukum dan bantuan 

hukum diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang mengakui hak 

setiap orang untuk diakui di hadapan hukum di mana pun ia berada dan menjamin bahwa 

setiap orang setara di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa 

diskriminasi (Nadilla, 2019). Kewenangan dalam pelaksanaan bantuan hukum menjadi 

masalah dalam pelaksanaan di pemerintah daerah Kota Metro (Yardim, 2023). Jika peraturan 

setempat tidak berlaku, Stufenbeu teori dan teori otoritas dalam pemerintahan. 

Mispersepsi yang terjadi dalam Peraturan Daerah Kota Metro No. 6 Tahun 2013 terkait 

dengan kewenangan dalam menyelenggarakan bantuan hukum yang diterima oleh masyarakat 

miskin. Kewenangan tersebut telah menjadi ketentuan wajib yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Provinsi bersama Menteri Dalam Negeri, namun Peraturan Daerah Kota Metro 
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menyatakan bahwa bantuan hukum adalah tugas pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. 

Kewenangan Pemerintah Daerah sebagai fasilitasi dan penyelenggara bantuan hukum harus 

berada dalam lingkup ASN di lingkungan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 Pedoman Penanganan Perkara di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pada pasal 10 yang 

menjelaskan perkara litigasi dan non litigasi (Khoirotul Hijriah & Syam, 2024). Adanya 

mispersepsi membuat kekosongan hukum terhadap kewenangan Pemerintah Daerah untuk 

menyelenggarakan bantuan hukum ASN. Kurangnya pemahaman lembaga pembentuk 

peraturan daerah terkait penafsiran UU No. 16/2011 tentang bantuan hukum menyebabkan 

ketidakkonsistenan kewenangan pemerintah daerah dalam hierarki peraturan perundang-

undangan. Solusi yang diberikan oleh pemerintah provinsi terkait ketidakkonsistenan yang 

terjadi saat ini hanya sebatas revisi regulasi yang belum dilakukan sama sekali. 

Pembentukan peraturan daerah tunduk pada pengawasan untuk mencegah 

penyalahgunaan wewenang yang dapat menyebabkan konflik dalam hierarki peraturan 

perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 7 yang menyatakan bahwa 

tatanan hierarkis peraturan perundang-undangan adalah UUD 1945,  SK MPR, Peraturan 

Perundang-Undangan/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi/Kota, Peraturan Daerah. Setiap 

pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dalam bentuk pengawasan preventif dan 

pengawasan represif (Novandra, 2019). Pengawasan preventif adalah pengawasan yang 

dilakukan sebelum diundangkannya rancangan peraturan daerah, jika terdapat perbedaan, 

pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk tidak mengesahkan rancangan peraturan daerah 

tersebut (Muhammad Iqbal N dkk., 2022). Sementara itu, pengawasan represif adalah 

pengawasan yang dilakukan setelah peraturan daerah diundangkan, jika peraturan tersebut 

dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka akan 

Dibatalkan (Putra Laksana, 2019). 

Penelitian sebelumnya tentang mispersepsi terkait peraturan daerah yang tidak sesuai 

dengan lapisan aturan di atasnya (Al Habib & Ar Razak, 2022). Selain itu, ketidakcocokan 

tersebut memiliki faktor penyebab kelalaian terkait pengawasan rancangan undang-undang 

(Batuju, 2020). Banyak penelitian yang berfokus pada kesalahpahaman terkait benturan antara 

kewenangan masing-masing instansi pemerintah akibat pembagian kewenangan yang tidak 

sistematis dan jelas, menyebabkan ketidakkonsistenan dalam peraturan daerah yang disahkan 

(Arifin & Satria, 2020). Perlu dicatat bahwa di Indonesia, masih banyak peraturan perundang-

undangan yang bertentangan/tidak harmonis (Hafizh Izzulhaq, 2023). Dari sekian banyak 

faktor yang mengakibatkan regulasi yang tidak harmonis seperti yang disebutkan, faktor yang 

paling dominan menyebabkan ketidakkonsistenan peraturan perundang-undangan adalah 

faktor bahwa banyak regulasi/regulasi yang telah disahkan tetapi tidak melihat apa yang 

dibahas dalam peraturan tersebut (Permatasari dkk., 2020). Sehingga penyederhanaan hukum 

melalui metode omnibuslaw perlu direalisasikan, guna meminimalisir terjadinya over regulasi 

yang mengakibatkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia (Aditya & 

Winata, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini lebih komprehensif dalam melengkapi dan 
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membedah kekurangan dalam perspektif untuk memahami fenomena inkonsistensi peraturan 

perundang-undangan. 

Tujuan penulis artikel ini adalah untuk melengkapi tulisan sebelumnya yang membahas 

tentang kewenangan Pemerintah. Memperkuat penelitian sebelumnya terkait kewenangan 

pemerintah daerah, khususnya dalam pemberian bantuan hukum. Dalam penulisan artikel ini, 

upaya dalam menganalisis artikel yang saling bertentangan difokuskan untuk melihat 

mispersepsi yang terjadi di pemerintah kota metro terkait dengan kewenangan. Bagaimana 

pemerintah daerah Kota Metro menghadapi konsekuensi dari mispersepsi yang menyebabkan 

beberapa masalah inkonsistensi regulasi, retaknya regulasi yang telah disahkan, kekosongan 

hukum bantuan hukum ASN di pemerintah daerah kota Metro. Adanya kewenangan 

pemerintah daerah akan terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Penulis akan 

menganalisis secara sistematis dengan metode teori stufenbeu untuk menjawab 

kesalahpahaman otoritas pemerintah daerah.  

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu melalui beberapa 

persyaratan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak konstitusional dan sekaligus 

implementasi supremasi hukum mengakui dan melindungi serta menjamin hak-hak warga 

negara terhadap perlunya akses keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum (Angga & Arifin, 

2019). Kurangnya payung hukum untuk masalah bantuan hukum, Faktor-faktor dari budaya 

masyarakat Indonesia sendiri terkait dengan kurangnya literasi dan sosialisasi sehingga 

pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum dan masih dalam keadaan kurang 

pengetahuan (Yardim, 2023). Terutama persepsi publik bahwa pengajuan bantuan hukum jika 

memiliki kasus masih menggunakan uang sehingga menjadi malas bagi masyarakat untuk 

melapor ke Lembaga Bantuan Hukum (Nasreel, 2023). Selain faktor masyarakat, 

kesalahpahaman mengenai kewenangan penyelenggara bantuan hukum diperdebatkan antara 

pemerintah provinsi dan pemerintah daerah (Hidayat & Niagara, 2022).. Faktor ini muncul 

karena ketidakkonsistenan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2013 tentang 

pelaksanaan bantuan hukum yang melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum (Lobubun dkk., 2022). Itu tidak menerapkan teori perundang-undangan 

hierarkis, yang seharusnya sesuai dengan dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya 

(Pramesti, 2022). 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan 

pemahaman mendalam tentang proses pembentukan hukum dan Peraturan (Murdiant, 2020). 

Dalam hal ini, metode kualitatif memudahkan penulis untuk membedah naskah-naskah yang 

berkaitan dengan harmoni horizontal UU Nomor 26 Tahun 2011 dengan Peraturan Daerah 

Kota Metro Nomor 6 Tahun 2013 (Fadli, 2021). Pendekatan ini sangat penting karena 

memungkinkan penulis untuk menangkap temuan ketidakselarasan peraturan yang telah 

disahkan sebagai akibat dari kesalahpahaman dalam pembentukan peraturan tersebut. Penulis 

melakukan penelitian langsung di pemerintah daerah Kota Metro untuk mendapatkan data dan 

informasi tentang bagaimana Pemerintah Kota Metro menangani konsekuensi dari 

kesalahpahaman kewenangan Pemerintah Daerah Kota Metro.  
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Penelitian ini, selain mengadopsi pendekatan yuridis empiris (Roy Harman dkk., 2020). 

Sumber data yang kami dapatkan langsung dari Pemerintah Daerah Kota Metro di Bagian 

Hukum secara langsung pegawai yang bersangkutan menangani bantuan hukum atas 

keabsahan data yang kami dapatkan. Selain sumber data langsung juga melalui media sosial, 

situs berita, dan situs web pemerintah terkait arsip dalam pembentukan peraturan daerah 

Nomor 6 Tahun 2013. Penggunaan data online memudahkan kami untuk mendapatkan data 

yang komprehensif tentang pelaksanaan Perda Kota Metro No. 6/2013. Analisis data yang 

dilakukan juga mengadopsi teori yang diluncurkan oleh Hans Kelsen dalam General Theory 

of Law and States yang penulis kutip dari jurnal tersebut Hukum Ilmu (Prianto dkk., 2024).  

Hans Kelsen dalam teorinya mengatakan bahwa norma-norma hukum berjenjang dan berlapis 

dalam hierarki (tatanan). Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 12 

Tahun 2011 yang menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, teori 

hierarki diterapkan dalam penelitian ini dalam menganalisis hierarki dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 

6 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Persepsi Pemerintah Kota Metro tentang Kewenangan Pemerintah tentang Bantuan 

Hukum  

Dalam hierarki peraturan, aturan pertama mengenai bantuan hukum tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 (Afifah, 2020). Pasal 1 ayat 1 UU berbunyi "Bantuan 

Hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara gratis 

kepada Penerima Bantuan Hukum" yang menjelaskan bahwa bantuan hukum diberikan secara 

gratis kepada masyarakat miskin melalui prosedur yang perlu dipenuhi. Oleh karena itu, 

pemerintah daerah segera membuat peraturan turunan dari Undang-Undang tersebut, yaitu 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang bantuan hukum. Dengan diberlakukannya 

perda tersebut, terjadi konflik persoalan terkait pelaksanaan bantuan hukum. Persepsi dan 

kajian yang kurang matang menyebabkan benturan antara hukum dan peraturan daerah 

(Alizamar & Couto, 2016). Seperti yang terlihat dari upaya pemerintah daerah untuk 

menangani masalah ini. Dalam wawancara dengan pelaksana bagian hukum Pemerintah 

Daerah yang memiliki tugas bantuan hukum menjelaskan "keberadaan bantuan hukum selama 

ini dalam aturan hanya sebatas pegawai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, CPNS/PNS, 

tidak dalam lingkup masyarakat umum bahkan dalam kasus PTUN dan Perdata" (Wahyunto,  

PNS, Bagian Hukum, Maret 2024). 

Kesadaran pemerintah dalam hal upaya penyelesaian permasalahan masyarakat kurang 

mampu yang menghadapi kasus adalah disahkannya peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 

tentang bantuan hukum. Upaya ini merupakan langkah awal pemerintah dalam menyelesaikan 

kasus yang melibatkan kurang mampu Masyarakat (Fajriando, 2020). Realitas pemerintah 

daerah telah menunjukkan bagaimana kebebasan untuk melakukan berbagai terobosan baik 

dalam meningkatkan sistem pelayanan publik bagi masyarakat dan mengelola unsur-unsur 

dasar pemerintahan daerah. Dalam implementasinya, tidak semuanya berjalan sesuai dengan 

itu. Studi akademik yang tidak memadai menjadi faktor awal kesalahpahaman otoritas 
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pemerintah daerah dalam penanganan kasus bantuan hukum sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Daerah Kota Metro No. 6/2013 (Nurhandono et al., 2020). Hal ini menjadi 

munculnya permasalahan yang ada, mulai dari ketidakefektifan peraturan daerah akibat 

ketidakkonsistenan, kekosongan hukum bantuan hukum bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah, CPNS/PNS di lingkungan pemerintah daerah Kota Metro. Upaya pemerintah daerah 

Kota Metro untuk menengahi terkait Peraturan Bantuan Hukum dengan pemerintah provinsi 

dalam keterangannya menyatakan "pemerintah provinsi telah acuh tak acuh terhadap 

pengaduan yang kami sampaikan, jawaban dari mereka adalah bahwa tugas melindungi hak-

hak hukum telah menjadi tugas pemerintah provinsi dan bukan hak pemerintah daerah" 

(Wahyunto,  PNS, Bagian Hukum, Maret 2024). Hal ini menjadi kendala bagi pemerintah 

daerah dalam menerapkan peraturan bantuan hukum ini. 

Diperlukan pengawasan dan bimbingan dalam pembentukan peraturan daerah, yang 

membutuhkan kepastian kewenangan dari kepala pemerintahan provinsi gubernur dalam 

pelaksanaannya (Herdiana, 2020). Berdasarkan fakta yang ada, masalah mispersepsi 

menunjukkan bahwa kesalahpahaman kewenangan baik dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya disebabkan oleh beberapa faktor, 

pertama, pembagian urusan dan kewenangan sektoral yang tidak jelas. Kedua, pembuatan 

kebijakan yang cenderung tidak konsisten kemudian menimbulkan konflik dalam hierarki 

peraturan perundang-undangan (Nuradhawati, 2019). Ketiga, tidak ada kejelasan dalam 

pemberian kewenangan berupa tugas opsional atau wajib. Dalam hal ini, menyebabkan 

ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah.  Kesalahpahaman yang 

terjadi dalam pembentukan peraturan daerah menimbulkan beberapa permasalahan mengenai 

tugas fungsi pemerintah daerah. Tumpang tindih kewenangan bantuan hukum telah 

menghambat pelaksanaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2013. Keegoisan sektoral 

kementerian atau lembaga dalam proses perencanaan dan pembentukan regulasi yang belum 

memiliki kajian akademik yang matang menyebabkan kekosongan hukum. 

 

Praktek Pemberian Bantuan Hukum kepada ASN Setelah Perda No. 6/2013 tentang 

Bantuan Hukum  

Secara konstitusional, dua hal utama menafsirkan konsep hukum negara berdasarkan 

konstitusi, yaitu berkenaan dengan bagaimana negara berwenang untuk menguasai bumi dan 

sumber daya manusia (SDM) dan bagaimana tujuan pengendalian sumber daya manusia oleh 

negara (Marzuki, 2016). Tantangan dalam mengelola sumber daya manusia adalah bagaimana 

mencapai tujuan tersebut. Sebagai alat dalam mencapai tujuan tersebut, semua ketentuan 

undang-undang tentang sumber daya manusia harus secara konsisten dan jelas menguraikan 

permasalahan. Namun, masalah utama dalam peraturan SDM adalah apakah peraturan 

tersebut memberikan kemakmuran maksimum setelah implementasi; Jika tidak, maka 

peraturan sama sekali tidak mencerminkan tujuan secara kontekstual. 

Kesalahpahaman dalam pembentukan peraturan daerah berdampak pada kekosongan 

hukum mengenai bantuan hukum yang seharusnya dimiliki oleh Menteri, Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah, CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Daerah (Kossay, 2022). 

Pemerintah daerah memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 
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12 Tahun 2014 tentang pedoman penanganan perkara di lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 10 yang menyebutkan "Perkara perdata 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang dilakukan oleh: a. Menteri; b. Kepala 

Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah; dan c. CPNS/PNS Kementerian Dalam Negeri, 

Provinsi dan Kabupaten/Kota" penanganan perkara hukum di lingkungan kabupaten/kota 

dilakukan oleh dinas hukum kabupaten/kota di wilayahnya baik dalam kasus litigasi maupun 

non litigasi. (Berliansyah Putra dkk., 2022). Namun, pemerintah daerah tidak memiliki aturan 

khusus dalam menangani kasus-kasus tersebut, padahal merupakan kewenangan pemerintah 

daerah untuk melindungi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah CPNS/PNS di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kota Metro itu sendiri.  

Berbagai otoritas strategis diangkat sebagai pengisi kekosongan hukum yang terjadi. 

Pemerintah daerah melangkah dalam meliputi dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga 

bantuan hukum untuk melindungi hak konstitusional masyarakat CPNS/PNS di Pemerintah 

Daerah Kota Metro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://jdih.metrokota.go.id/. diakses pada 5 Agustus 2024 

 

Perjanjian tersebut menjelaskan bahwa pihak kedua (Kejaksaan Negeri Metro) memiliki 

kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada pihak pertama (Pemerintah Daerah). 

Disebutkan bahwa Kejaksaan Negeri Metro bertanggung jawab penuh atas PTUN dan perkara 

perdata, yang mana jika seorang anggota pemerintah daerah memiliki perkara terkait hal ini, 

kejaksaan negeri berkewajiban memberikan bantuan hukum. Dalam praktiknya, pemerintah 

daerah Kota Metro tidak memiliki kendala sama sekali, terutama dalam regulasi dan jelas 

regulasi yang seharusnya berjalan memiliki inkonsistensi. Peraturan yang seharusnya dibuat 

dan dibuat sama sekali tidak ada titik terang, yang hanya ditutupi dengan kerja sama untuk 

memenuhi hak konstitusional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, CPNS/PNS di 

lingkungan Pemerintah Daerah Kota Metro. 
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Meafsirkan keberadaan peraturan bantuan hukum berdasarkan teori hierarki 

peraturan perundang-undangan. 

Terdapat perbedaan antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Kota Metro. Undang-Undang No. 

16/2011 menetapkan kerangka kerja nasional untuk pemberian bantuan hukum bagi 

masyarakat kurang mampu, memastikan akses keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum 

(Astuti, 2020). Dalam Peraturan Daerah Kota Metro nomor 6 Tahun 2013 juga mengatur 

bagaimana pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kota metro, namun pada hakikatnya 

pelaksanaan bantuan hukum telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 

pada pasal 6 bahwa penyelenggaraan bantuan hukum merupakan kewenangan Menteri Dalam 

Negeri bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang secara khusus dijelaskan dalam 

syarat dan ketentuan Hukum. Peraturan Daerah No. 6/2013 Kota Metro memuat ketentuan 

yang bertentangan atau tidak sesuai dengan prinsip dan aturan yang ditetapkan dalam undang-

undang. Ketidakkoherensian ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan berpotensi 

menimbulkan ketidakadilan dalam pemberian bantuan hukum di Kota Metro (Lobubun dkk., 

2022). Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan daerah 

agar sejalan dengan UU No. 16/2011, melalui mekanisme seperti judicial review atau revisi 

oleh badan legislatif setempat. 

Secara teori, ada perbedaan penyebutan kata-kata dalam artikel mengenai kewenangan 

pemerintah daerah atas bantuan hukum. Dalam Bab III pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2011 menjelaskan bahwa bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri dan 

dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum. kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tugas 

dan wewenang Menteri yang disebutkan sebagai pembuat kebijakan, prinsip, pengelolaan 

anggaran, dan penyusunan pelaksanaan bantuan hukum. Kemudian dalam Bab IV pasal 7 

Perda Kota Metro Nomor 6 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pelaksanaan bantuan hukum 

merupakan kewenangan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh seksi yang 

bertanggung jawab. Mirip dengan tugas Menteri, pasal tersebut juga menjelaskan tugas dan 

wewenang yang sama dengan Menteri dalam hal penyelenggaraan bantuan hukum. Hal ini 

tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, yang ditetapkan berdasarkan beberapa alasan utama yang 

mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki dan memperkuat sistem legislatif di 

Indonesia. Secara eksplisit, tidak ada aturan yang melarang pemerintah daerah 

menyelenggarakan bantuan hukum, tetapi kesalahpahaman tersebut telah menciptakan 

kekosongan hukum. Khususnya dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 

menyebutkan dalam pasal 10 "Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c 

yang dilakukan oleh: a. Menteri; b. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah; dan c. 

CPNS/PNS Kementerian Dalam Negeri, Provinsi dan Kabupaten/Kota". Pengabaian pasal ini 

menjadi kekosongan hukum di Pemerintah Daerah Kota Metro, karena justru ada peraturan 

daerah mengenai bantuan hukum kepada masyarakat umum yang dalam aturannya bukan 

kewenangan Pemerintah Daerah Kota Metro. Kewenangan yang seharusnya dilakukan tetapi 

diabaikan dan kewenangan yang tidak memiliki urgensi tetap dibuat regulasi.  
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Dengan demikian, pemerintah pusat memastikan bahwa peraturan daerah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam peraturan 

daerah kota metro nomor 6 tahun 2023, tidak sejalan dengan teori hierarki (teori stufenbau) 

Hans Kelsen berpendapat bahwa norma berjenjang dan berlapis dalam hierarki (order) 

(Sumarsih, 2022). Peraturan yang lebih rendah harus bersumber dengan peraturan yang lebih 

tinggi, dan seterusnya sampai norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang bersifat 

hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (grundnorm). Selain tidak sesuai dengan teori hierarki 

Hans Kelsen dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Metro No. 6 Tahun 2013, juga tidak 

sesuai dengan prinsip "lex Superior Derogat Legi Inferiori"  (Wolkenstein, 2023). Prinsip "lex 

superior derogat legi inferiori" (Wolkenstein, 2023), yang berarti bahwa peraturan perundang-

undangan harus didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi (Nurfaqih Irfani 2020). Peraturan daerah 

sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki fungsi penting dalam 

pembentukan penegakan hukum dan penerapan sistem pemerintahan daerah, dipastikan tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. 

Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan kesalahpahaman dalam peraturan 

perundang-undangan bukan hanya akibat kelalaian Penguasa dalam menganalisis kajian 

akademik yang kurang matang (M. Kapul dkk., 2023). Namun, hal itu juga terjadi karena 

faktor-faktor dalam pembentukan peraturan yang berada dalam periode waktu yang berbeda, 

pejabat yang berwenang untuk membentuk perubahan karena dibatasi oleh masa jabatan, 

perpindahan tugas, atau penggantian, pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan lebih kuat daripada pendekatan sistem, lemahnya koordinasi dalam 

proses pembentukan peraturan perundang-undangan,  akses publik terbatas untuk 

berpartisipasi dalam proses pembentukan, dan belum ditetapkan cara dan metode yang pasti 

standar dan standar. Hal ini mengakibatkan inkonsistensi dan disharmonisasi dalam lingkup 

undang-undang. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa faktor terjadinya 

kesalahpahaman dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2013 adalah kurangnya 

kajian akademis dalam pembuatan produk hukum daerah. Kesalahpahaman yang terjadi 

dalam pembentukan peraturan daerah menimbulkan beberapa permasalahan mengenai tugas 

fungsi pemerintah daerah. Tumpang tindih kewenangan bantuan hukum telah menghambat 

pelaksanaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2013. Adanya kekosongan hukum akibat 

kesalahpahaman di pemerintah daerah metro kota, mengatur tugas pemerintah daerah dalam 

menyelenggarakan bantuan hukum kepada ASN di lingkungan pemerintah daerah tetapi ada 

aturan mengenai bantuan hukum kepada masyarakat umum. Mengisi kekosongan hukum, 

pemerintah daerah bekerja sama dengan kantor kejaksaan distrik metro untuk merealisasikan 

bantuan hukum kepada ASN.  

Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan kesalahpahaman dalam peraturan 

perundang-undangan bukan hanya akibat kelalaian lembaga pembentuk dalam menganalisis 

kajian akademik yang kurang matang. Namun, itu juga terjadi karena faktor pembentukan 

peraturan yang dalam periode waktu yang berbeda, pejabat yang berwenang untuk 

membentuk perubahan. Hal ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam peraturan daerah kota 
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metro nomor 6 tahun 2013. sesuai dengan prinsip "lex Superior Derogat Legi Inferiori", yang 

berarti bahwa peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada dan tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan yang lebih 

tinggi. Perda kota metro telah bertentangan dengan pasal mengenai penafsiran tugas 

penyelenggara bantuan hukum yang bukan tugas pemerintah daerah kota metro. 

Oleh karena itu, dengan kesalahpahaman yang menyebabkan inkonsistensi dan 

kekosongan hukum, perlu dilakukan peninjauan kembali sistem hierarki regulasi yang ada. 

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan daerah agar 

sejalan dengan Undang-Undang No. 16/2011, melalui mekanisme seperti judicial review atau 

revisi oleh badan legislatif setempat. Meskipun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari 

Pemerintah Daerah Kota Metro atau Pemprov. 
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